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PENDAHULUAN 
 

 

 

 

Dalam dua dekade terakhir, pemerintah daerah otonom, baik di tingkat 

provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia, menghadapi tantangan 

serius dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai literatur 

(Chattopadyay, 2013; Ghuman & Singh 2013; Halaskova &Halaskova 2014; Smith 

1985) menyatakan bahwa desentralisasi sistem politik-ekonomi memberikan 

dorongan yang cukup kuat dalam perbaikan pelayanan publik. Desentralisasi mampu 

mendekatkan publik pada negara (Chattopadyay, 2013; Ghuman & Singh 2013) 

sehingga negara lebih mudah memahami keinginan warganya dan pada saat yang 

sama negara lebih mudah memberikan ruang yang longgar bagi masyarakat lokal 

untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik. Selain itu, 

desentralisasi juga dipercaya merupakan sistem pemerintahan yang mampu 

meningkatkan efisiensi dalam praktik pelayanan publik (Ghuman & Singh 2013; Smith 

1985). Namun demikian, masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah di 

Indonesia adalah problem birokrasi, yaitu: keterbatasan kapasitas aparatur 

pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana 

diharapkan oleh banyak pihak untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran teoritis yang 

terkandung dalam konsep desentralisasi pelayanan publik.  

Pemerintah Indonesia baru saja mengadakan reformasi birokrasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menempatkan pegawai 

pemerintah pada jabatan yang sesuai dengan kapasitasnya melalui mekanisme yang 

LATAR 
BELAKANG I 
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transparan dan akuntabel. Reformasi ini dilakukan dengan cara mengesahkan suatu 

Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada 

satu sisi, pengesahan UU ASN menimbulkan kritik bahwa UU ini berprinsip pada 

pemikiran neoliberal karena UU ini mengelola birokrasi dengan pendekatan yang 

selama ini digunakan oleh sektor privat yang memegang teguh prinsip efisiensi dan 

kompetisi. UU ASN misalnya, mengatur bahwa untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi 

dilakukan secara terbuka yang memungkinkan kandidat baik pegawai pemerintah 

atau pegawai non-pemerintah bisa mengikuti seleksi jabatan. Cara seleksi ini secara 

informal sering disebut sebagai lelang jabatan. Lelang memenuhi prinsip kompetensi, 

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas. 

Contoh lain, UU ASN menyebut dengan bahasa yang lebih eksplisit mengenai adopsi 

prinsip manajemen lembaga privat malalui menyatakan “Instansi Pemerintah 

memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor 

swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi. Untuk memperkuat profesionalisme 

PNS, instansi juga membuka kesempatan secara terbatas dan tertentu kepada 

pegawai swasta untuk menduduki jabatan ASN sesuai persyaratan kompetensi paling 

lama 1 (satu) tahun” (UU No. 5 tahun 2014). 

Dalam kajian literatur kebijakan publik, praktik pengelolaan birokrasi yang 

menginternalisasi prinsip-prinsip menajamen perusahaan swasta seperti ini dicakup 

dalam konsep new public management (lihat Andrews & Boyne 2010; Downe et. al. 

2010; Gozales, Llopis, & Gasco 2013; Hood 1991; Osborne, Radnor, & Nasi 2012; 

Viratnen & Stenvall 2014). Sama dengan UU ASN, konsep new public management 

ini di tingkat global juga mendapatlan label sebagai pendekatan reformasi pelayanan 

publik yang bernafaskan cara berpikir neoliberal (Connell, Fawcett, & Meagher 2009; 

Ellison 2007; Giauque 2003; Mosebach 2009). New public management merupakan 

suatu model perbaikan pelayanan publik melalui suatu reformasi yang 
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mengedepankan peranan manajer dalam praktik pelayanan publik. Selain itu,  new 

public management juga mengandalkan efisiensi kerja dan aplikasi budaya kerja 

sektor ptivat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, new public management 

menempatkan manajer dalam posisi yang sangat penting dalam praktik pelayanan 

publik. 

Terlepas dari kritik terhadap UU ASN, UU ini memberikan harapan yang cukup 

besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini bukan hanya karena proses 

rekrutment jabatan pimpinan dilakukan untuk mendapatkan pejabat yang profesional 

melalui mekanisme yang dianggap demokratis, tetapi mekanisme rekrutment yang 

dilakukan mampu mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya proses rekrutmen 

yang tercemari oleh problem  korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, mekanisme 

rekrutmen tersebut juga akan meminimalisasi adanya intervensi politik pada pejabat 

terpilih dari politisi di pusat maupun di daerah sehingga pejabat yang baru direkrut 

tersebut tidak bisa bersikap netral dalam menjalankan tugasnya yang akan 

mempengaruhi pada kualitas praktik pelayanan publik.  

UU ASN ini hadir tidak lama setelah UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik dan UU No 25 tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan 

nasional  yang keduanya menjadi rujukan secara legal dalam proses penyusunan  

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD). UU ASN memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan RPJMD secara umum dan praktik 

pelayanan publik di daerah pada tataran yang lebih mikro. Bagaimana pelayan publik 

itu diberikan dan seperti apa kualitas pelayanan publik tersebut diterima masyarakat 

sangat ditentukan oleh RPJMD. 

Tulisan background paper ini bertujuan untuk membahas mengenai 

permasalahan pembangunan, isu strategis, dan arah kebijakan yang akan dikelola 
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oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Cakupan sektor dalam paper ini 

adalah beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu: 

1. Biro Umum dan Protokol; 

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD); 

3. Kantor Perwakilan Daerah;  

4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 

5. Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan, dan Aset.  

Secara umum sektor pekerjaan tersebut bisa dilihat dalam dua dimensi, yaitu 

yaitu pelayanan publik internal dan pelayanan publik external. Pelayanan publik 

internal meliputi sektor pertama dan kedua. Sementara pelayanan publik eksternal 

mencakup sektor ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Paper ini diawali dengan 

pengantar, disusul dengan literature review, permasalahan pembangunan, dan isu 

strategis. Paper ini akan diakhiri dengan kajian mengenai strategi dan arah kebijakan.  

Pengelolaan keuangan daerah DIY perlu direncanakan dengan baik, 

selanjutnya diawasi dan dievaluasi setiap capaian dari program kegiatan yang telah 

direncanakan agar hasilnya tidak hanya tertib administrasi tetapi lebih pada 

peningkatan nilai tambah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan 

kesejahteraan. Perencanaan keuangan daerah dapat dilihat dalam APBD. APBD 

yang berkualitas dapat dilihat dari berbagai indikator utama yaitu hubungan antara 

belanja daerah dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat (pro-poor, pro-job, 

pro-health dan juga pro-environment) sehingga mampu menciptakan pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan dan pembangunan yang 

tidak hanya dinikmati oleh sekelompok warga masyarakat tetapi masyarakat secara 

keseluruhan.  
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Tahun 2016 merupakan tahun yang krusial untuk menilai sukses tidaknya 

Pemerintah Daerah DIY melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah 

yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2012-2017, apakah pemerintah DIY telah 

mampu melaksanakan visi pembangunan DIY yang ingin mewujudkan “Daerah 

Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan 

Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.  

Tentang tahun 2016-2017 dalam bidang pengelolaan keuangan daerah cukup 

besar karena telah terjadi perubahan yang signifikan setelah ditetapkannya UU No. 

23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang berimplikasi terhadap kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam 

mengelola keuangan daerah. Tantangan berikutnya mengenai pelaksanaan Dana 

Keistimewaan yang sudah berjalan 3 tahun. Perda tentang Keistimewaan Yogyakarta 

berserta Dana Keistimewaan telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pengelolaan 

dan pengawasan penggunaan Dana Keistimeawaan seharusnya lebih bisa efektif.  

Pemanfaatan Dana Keistimewaan seharusnya mulai menunjukkan capaian 

peningkatan manfaat untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta yang dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Yogyakarta yang lebih 

berkarakter dan pelestarian budaya. Definisi masyarakat yang “berkarakter”, 

“berbudaya” berdasarkan kearifan lokal  (local wisdom)  dan keunggulan lokal  (local 

genius) sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam RPJMD 2012-2017. 

DPPKA DIY adalah institusi yang mempunyai tugas menghimpun, 

menghasilkan pendapatan untuk dan mengalokasikan keuangan daerah dan 

mengelola kekayaan/aset daerah. Dalam menjalankan tugasnya DPPKA DIY 

mempunyai visi “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik se-

Indonesia”.  
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Untuk mewujudkan visi tersebut DPPKA DIY mempunyai 6 misi: 

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah; 

2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; 

3. Meningkatkan kinerja BUMD; 

4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah; 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 

6. Meningkatkan profesionalisme SDM.  

Hal ini sesuai dengan misi daerah yang ingin meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

meningkat. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, DPPKA DIY mempunyai tujuan dan 

sasaran dalam 5 tahun ke depan, yaitu: 

1. Meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan daerah 

2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 

3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah 

4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 
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Pelayanan publik di berbagai negara mengalami perkembangan yang sangat 

berarti dalam tiga dedade terakhir ini karena munculnya konsep new public 

management. Dalam hal ini, yang dimkasud dengan pelayanan publik adalah: 

“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik” (UU No. 25 Tahun 2009). Berbagai literatur 

mengenai pelayanan publik  (Andrews & Boyne 2010; Downe et. al. 2010; Gozales, 

Llopis, & Gasco 2013; Hood 1991; Osborne, Radnor, & Nasi 2012; Viratnen & Stenvall 

2014) menekankan arti penting konsep new public management dalam pengelolaan 

pelayanan publik. Konsep new public management merujuk pada suatu bentuk 

reformasi pelayanan publik yang menekankan pada arti penting manajemen dan 

keahian teknis dalam ‘produksi’ pelayanan publik (Hood 2001). New public 

management merepresentasikan empat megratrend  administrasi publik yaitu 

pengurangan peran pemerintah atau pengeluaran sektor publik dalam pelayanan 

publik, privatisasi dalam pelayanan publik,  pemanfaatan teknologi dalam pelayanan 

publik, dan perkembangan agenda internasional dalam pelayanan publik (Hood 

1991).  

Perkembangan model new public management bertumpu pada karya 

akademis yang ditulis oleh Christopher Hood (1991) melalui karya besarnya berjudul 

PERBAIKAN PELAYANAN 
PUBLIK DAN NEW PUBLIC 
MANAGEMENT 
(LITERATURE REVIEW) II 
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‘A Public Management for All Seasons?’ pada tahun 1991.  New public management 

merupakan suatu pemikiran baru yang mempengaruhi praktik pelayanan publik 

secara global di berbagai negara. Menurut Hood (1991), konsep new public 

management mencakup tujuh komponen mendasar. Ketujuh komponen mendasar 

tersebut meliputi: manajemen professional dalam pelayanan publik, adanya standard 

dan ukuran yang jelas dalam capaian pelayanan, adanya penekanan pada kontrol 

output, pemilahan unit kerja dalam sektor publik, pentingnya kompetisi dalam sektor 

publik, penekanan pada cara kerja sektor prifat dalam manajemen kebijakan publik, 

dan pentingnya kedisiplinan dan penghematan dalam penggunaan sumber daya 

pemerintah (Hood, 1991). 

 Perkembangan model new public management memperkuat perdebatan 

dalam wacana pelayanan publik. Poin-poin mendasar yang tercakup dalam 

perdebatan itu misalnya adalah bahwa pelayanan publik cenderung lebih 

diperlakukan sebagai industri (manufacturing) dibanding sebagai sektor publik (public 

sector) (Osborne, Radnor, & Nasi 2012). Isu lain yang tidak kalah penting dan 

mendapatkan respon kritis dari beberapa penulis (Flynn 2002; Pollit & Bouckaert 

2004) adalah kesesuaian pendekatan manajerial yang digunakan dalam pelayanan 

publik. Secara umum, new public management menekankan arti penting manajemen 

yang professional yang berorientasi pada efisiensi kerja dengan cara menerapkan 

prinsip-prinsip kerja yang digunakan oleh lembaga privat, yaitu perusahaan swasta 

dalam sektor publik (Gozales, Llopis, & Gasco 2013). 

Terlepas dari munculnya perdebatan itu, model new public management 

memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pelayanan publik di 

Indonesia. Privatisasi dalam pelayanan publik, peningkatan transparasi dalam 

pelayanan publik (melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik), 

dan realisasi sistem lelang dalam pergantian jabatan tinggi merupakan perwujudan 
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dari gagasan-gagasan mendasar yang tercakup dalam konsep new public 

management. Ini terjadi terutama pada saat Indonesia telah memasuki sistem politik 

terdesentralisasi. Pasca desentralisasi, di mana peranan pemerintah melemah dan 

sebagian digantikan sektor privat semakin menguat, privatisasi mengalami 

peningkatan dalam skala yang cukup signifikan. 

Salah satu gagasan penting dalam new public management adalah 

penekanannya pada arti penting inovasi dalam perbaikan pelayanan publik. Dalam 

kajian peningkatan kualitas pelayanan publik, studi mengenai invoasi kebijakan 

sudah dimulai sejak tahun 1950an dan mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan pada tahun 1980an (Gozales, Llopis, & Gasco 2013). Boyne at al. (2005) 

mengadakan studi mengenai implikasi berbegai keterbatasan dalam penggunaan 

skema reformasi yang berbasis pada inovasi. Hansen (2011) melakukan penelitian 

mengenai difusi hasil inovasi dalam praktik new public management untuk perbaikan 

pelayanan publik. Sementara Reginato, Paglietti, dan  Fadda (2011) mengadakan 

studi tentang pengaruh karakteristik sosial dan struktural pada proses inovasi pada 

pemerintah daerah.    

Pengembangan inovasi dalam perbaikan pelayanan publik yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah terlihat cukup kuat di Negara Brazil ketika negara ini telah 

memasuki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dalam bentuk federalisme. 

Dengan sistem itu, Brazil telah mampu mendorong negara bagian untuk 

mengembangkan pelayanan publik berkualitas melalui pengembangan inovasi. Salah 

satu bentuk pengembangan bentuk hasil inovasi dihasilkan negara bagian Brasilia 

ketika negara bagian tersebut mengembangkan suatu bentuk pelayanan pendidikan 

yang disebut sebagai Bolsa Escola (Sumarto, 2014). Program Bolsa Escola, yang 

diperkenalkan pada tahun 1987, memberikan uang tunai sebesar sebesar R$100 

kepada rumah tangga berpenghasilan rendah pada setiap bulannya yang 
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diperuntukkan guna membiayai sekolah anaknya (Fenwick 2009, 2013; Sugiyama 

2011). Karena unsur inovasinya yang cukup kuat, pada pemerintahan Fernado 

Henrique Cardoso, Bolsa Familia diangkat sebagai program nasional (Sugiyama 

2011). Program ini memberikan kontribusi yang lebih besar pada pelayanan 

pendidikan setelah dikembangkan lebih lanjut oleh Presiden Lula Da Silva, yang 

olehnya, kemudian program ini diganti namanya menjadi Bolsa Familia (Ansell dan 

Mitchell 2011; Hall 2006). Karena peranananya yang cukup kuat dalam pelayanan 

pendidikan, Bank Dunia mengembangkan program ini dan sekarang Bank Dunia 

memperkenalkan program ini ke banyak negara berkembang dengan istilah bantuan 

tunai bersyarat (conditional cash transfer), yang sekarang ini juga dipraktikan di 

Indonesia dengan nama program keluarga harapan (Sumarto, 2014).    

Inovasi sebagaimana dicontohkan dengan kasus Brazil di atas sangat 

mungkin dikembangkan di Indonesia setelah Indonesia, bukan hanya karena 

dorongan model new public management tetapi juga karena realisasi sistem 

pemerintahan yang terdesenstralisasi yang telah dipraktikan di Indonesia dalam dua 

dekade terakhir. Perjalanan  sejarah membuktikan bahwa desentralisasi sebagai 

koreksi terhadap sistem politik-ekonomi terpusat membawa perbaikan baik pada 

ranah politik dan ekonomi. Sistem ini diyakini oleh banyak pihak memiliki berbagai 

kelebihan dibanding sistem terpusat Pengalaman Cina dan beberapa negara bekas 

sosialis lainnya melakukan reformasi sistem politik-ekonominya menunjukkan bahwa 

setelah negera-negara tersebut melakukan reformasi, negara-negara tersebut 

mengalami perbaikan raihan-raihan kinerja ekonomi secara signifikan. Sementara itu 

secara politis  desentralisasi mampu meningkatkan akuntabilitas  (Smith 1985).  

Lebih dari pada itu, desentralisasi sistem perencanaan (decentralized 

planning system) memungkinkan pemda otonom untuk mengelola sumberdaya lokal 

secara optimal. Sumber daya, dalam hal ini, mencakup sumber daya manusia, 
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sumberdaya daya alam, sistem kelembagaan, potensi ekonomi, dan aset-aset daerah 

yang dimilikinya. Sistem perencanaan secara terpusat (centralized planning system) 

lebih bertumpu pada keseragaman (uniformity) dari seluruh wilayah administrtifnya. 

Seluruh daerah dianggap memiliki keserupaan. Pada hal kenyataannya setiap daerah 

memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Yogyakarta misalnya memiliki kultur, 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi ekonomi berbeda dengan 

Badung, Kutai Kartanegara, atau Gunungkidul. Sistem perencanaan terdesentralisasi 

mampu mengakomodasi potensi-potensi lokal yang berbeda tersebut. Hal ini karena 

basis pengambilan keputusan berada pada daerah-daerah yang secara logis pemda 

lebih mengetahui potensi yang dimilikinya dibanding pemerintah pusat. Hal ini berarti 

bahwa perencanaan terdesentralisasi akan membantu pemda memanfaatkan potensi 

lokalnya menjadi lebih optimal.  

Perencanaan lokal yang dirumuskan oleh pemerintah derah; baik pemerintah 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah  RPJMD. RPJMD, 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, RPJMD didefinisikan sebagai “penjabaran dari 

visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan 

Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan 

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif” (UU No. 25 Tahun 2004). RPJMD ini berlaku 

selama lima tahun. Di tataran yang lebih operasional, pemerintah provinsi menyusun 

RKPD. RKPD adalah “dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah” (Pergub DIY No. 26 

Tahun 2014). RKPD menguraikan program dan kegiatan yang didanai dengan 
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sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Semua kegiatan yang dilakukan DPKKA DIY terkait pengelolaan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan seharusnya dalam rangka mendukung misi daerah 

(RPJMD) untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah, meningkatkan 

pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 

dan kesesuaian Tata Ruang. Pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya 

diharapkan dapat mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup peningkatan 

pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung 

dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. 

Pengukuran kinerja APBD dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah 

satunya analisis rasio. Analisi rasio dapat memperlihatkan proporsi atau nilai relatif 

antara angka yang dibandingkan. Penilaian kinerja APBD juga dapat dinilai melalui 

indikator lainnya, salah satunya proyeksi yang telah dibuat di Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika dibandingkan dengan 

proyeksi yang dicantumkan di RPJMD, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 

hampir memenuhi target. Perkembangan APBD pada tahun 2013 masih di bawah 

target tetapi pada tahun 2014 sudah melebihi target. Melebihi target di tahun 2014 

tidak terjadi di tahun selanjutnya. Pada tahun 2015 APBD DIY hanya sebesar Rp 3.4 

Triliun sedangkan di proyeksi APBD RPJMD sebesar Rp 3.6 Triliun. 

Perkembangan perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan 

DPPKA DIY tahun 2013- 2014 dapat dilihat dari indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

ditetapkan. Ada perubahan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKA 

DIY Tahun 2013 dan Tahun 2014. 
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Ada perbaikan penyusunan target IKU, tahun 2013 untuk keempat indikator 

100% kemudian dikoreksi menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi 

kenyataan di tahun 2014. Berdasarkan LKPJ 2014, DIY masih memiliki peluang besar 

untuk mengoptimalkan pendapatan dari aset daerah (11.6%), PAD yang masih hanya 

51% memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan mengoptimalkan 

BUMD karena hasil dividen BUMD baru 26% terhadap jumlah total penyertaan modal 

BUMD yang diberikan oleh Pemda melalui APBD 2014.  
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Permasalahan pembangunan dalam hal ini didefiniskan sebagai suatu “gap 

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil 

saat perencanaan sedang dibuat” (Lampiran II Permendagri 54 Tahun 2010). 

Permasalahan tersebut juga mencakup kualitas pelayanan publik. Pemerintah DIY, 

tidak jauh berbeda dengan daerah otonom yang lain di Indonesia, dihadapkan pada 

masalah keterbatasan kualitas pelayanan publik. Pembangunan daerah 

pembangunan daerah di DIY, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, dan pada saat yang 

sama juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.  

Peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari beberapa 

sumber misalnya dari investasi, pajak, dan perdagangan, digunakan untuk beberapa 

hal. Pendapatan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan. Selain itu, pendapatan daerah juga digunakan untuk membiayai 

praktik pelayanan publik. Besarnya pengeluaran publik untuk pembelayaan 

pelayanan publik menjadi lebih besar ketika isu pelayanan publik bukan hanya 

mencakup praktik pelayanaan publik tetapi juga karena harus mencakup upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam beberapa dekade terakhir, masalah 

peningkatan kualitas pelayanan publik mencakup konsep inovasi. Realisasi konsep 

inovasi pelayanan publik menyerap biaya yang cukup tinggi karena hal ini 

memerlukuan studi dan berbagai bentuk pengembangan model pelayanan publik.  

PERMASALAHAN 
PEMBANGUNAN III 
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Program-program dan kegiatan pembangunan daerah yang di dalamnya bisa 

ditemukan praktik pealayanan publik di DIY didasarkan pada RPJMD. RPJMD, 

sebagaimana disampaikan di atas,  merupakan dokumen pemerintah DIY “memuat 

arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, 

dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif” (UU No. 25 Tahun 2004). 

RPJMD ini dijabarkan secara lebih operasional dalam dokumen perencanaan yang 

bersifat tahunan, yaitu RKPD. 

Dalam RKPD Pemerintah DIY tahun 2015, permasalahan pembangunan 

mengenai pelayanan publik internal  kurang disinggung. Yang dimaksud dengan 

pelayanan publik internal adalah berbagai bentuk upaya dukumgan adminstratif 

maupun teknis yang diberikan oleh lembaga yang berada di bawah pemerintah 

daerah secara internal kepada aparat pemerintah dalam kerangka upaya untuk 

memberikan pelayanan publik untuk masyarakat. Dalam hal ini pelayanan internal 

mencakup pelayanan yang diberikan oleh yaitu: Biro Umum, Hubungan Masyarakat, 

dan Protokoler, dan Sekretariat DPRD.  

Sementara untuk pelayanan publik secara eksternal, RKPD  Pemerintah DIY 

tahun 2015 mengelaborasi permasalahan pembangunan secara detail. Pelayanan 

pubik secara ekternal merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah daerah kepada publik secara umum. Dalam hal ini, yang dimaksud 

lembaga pemberi pelayanan publik secara eksternal adalah Kantor Perwakilan 

Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pendapatan, Pengeloaan 

Keuangan Daerah, dan Aset. Di antara ketiga lembaga pemerintah daerah tersebut, 

hanya permasalahan pembangunan pada Dinas Pendapatan, Pengeloaan 

Keuangan, dan Aset yang belum dibahas dalam RKPD. Di bawah ini adalah 
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permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Daerah, dan 

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

a. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi. 

b. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi. 

c. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan 

untuk lokasi proyek. 

d. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal. 

e. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung 

masih kurang. 

f. Masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota. 

g. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal. 

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, 

Pengeloaan Keuangan, dan Aset adalah kinerja BUMD juga belum menunjukan 

keberhasilan. Masih ada BUMD yang realisasi pendapatannya di bawah target dan 

pertumbuhannya masih ada yang negatif. Sejak tahun 2012 hingga 2014 

pertumbuhan realisasi pendapatan BUMD sebesar 16.60%. angka tersebut tidak 

merata pada tiap BUMD. BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan 

non bank yang mendapatkan penyertaan modal dari APBD adalah  PD Taru Martani, 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT 

Yogya Indah Sejahtera (YIS), PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit 

Perdesaan (BUKP). Pendapatan yang direncanakan dari Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 

48.063.944.818,32 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 48.247.880.493,70 atau 

tercapai sebesar 100,38%. Ada BUMD dengan realisasi yang lebih dari 200% pada 

tahun 2014 tetapi BUMD yang lain ada yang realisasinya hanya 45%. Peningkatan 
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kemampuan BUMD masih harus terus dilakukan agar BUMD dapat menjadi sumber 

pendapatan yang bisa diandalkan. 

Penatausahaan dan pengelolaan asset daerah merupakan sumberdaya 

penting bagi pemerintah daerah sebagai penopan utama pendapatan asli daerah. 

Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan 

aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau 

penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan 

tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi 

pemerintah daerah yang bersangkutan (Hartoyo, 2015) 

Hal-hal yang melatarbelakangi manajemen asset barang milik daerah antara 

lain: 

1. Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang pengelolaan 

barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004); 

2. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah; 

3. Belum lengkapnya data base untuk aset/BMD termasuk jmlah, nilai, kondisi 

dan status kepemilikan aset di Daerah; 

4. Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca 

Pemerintah Daerah; 

5. Manajemen atau mengaturan aset yang ada belum memadahi dan terpisah-

pisah atau belum terstruktur secara baku; 

6. Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

7. Kemungkinan banyak aset yang legalitas atau kepemilikan aset yang belum 

jelas, sehingga memungkinkan aset tersebut menjadi hilang; dan 
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8. Optimalisasi aset harus selalu diupayakan agar tidak justru menjadi beban 

(biaya perawatan setiap tahun). 

Pada tahun 2012 hingga 2015 Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami rata-rata kenaikan sebesar 

22.03%. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang cukup baik pada 

Pendapatan daerah yaitu dengan rata-rata dari tahun 2012 hingga 2015 hanya 

sebesar 41.98% dan belum sesuai dengan IKU 2014 (51%) sedangkan Dana 

Perimbangan hanya sebesar 37.51% dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar 

20.04%.  

Meskipun demikian data tersebut telah menggambarkan bahwa keuangan 

Provinsi DIY secara fiskal sudah cukup dan mulai mandiri karena pola 

pertumbuhannya sudah mulai mengikuti arah perencanaan dalam RPJMD yaitu 

kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari Pajak Daerah lalu diikuti Dana 

Alokasi Umum. Saat ini Pajak Daerah DIY memiliki rata-rata kontribusi sebesar 

36.91% sedangkan Dana Alokasi Khusus rata-rata kontribusinya 32.81%. 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh 

daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah 

provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak Daerah yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.  

Semua penerimaan pajak daerah DIY telah melampaui target dengan rata-

rata pencapaian realisasi 106,59%. Pajak kendaraan bermotor masih menjadi 

pendapatan pajak daerah tertinggi dengan kontribusi lebih dari 40% dan diikuti 

dengan pajak balik nama kendaraan bermotor dengan besaran yang tidak jauh 
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berbeda. Pajak kendaraan bermotor memang menjadi pendapatan pajak yang 

terbesar, tetapi jenis pajak ini tidak bisa diandalkan untuk peningkatan pendapatan 

jangka panjang. Jenis pajak ini menuntut pemerintah lebih aktif dalam menyediakan 

sarana bagi kendaraan bermotor terutama akses dan kualitas jalan. Semakin 

tingginya jumlah kendaraan bermotor yang ada DIY membuat kondisi jalan di 

beberapa ruas jalan utama DIY menjadi rusak. Jenis pajak ini juga memberikan 

dampak sosial lain yaitu kepadatan jalan yang mulai susah dikendalikan seperti 

macet dan dampak lingkungan yang semakin membuat berat kerja dinas lingkungan. 

Alasaan daya dukung lingkungan dan keekonomian (cost-benefit) Pajak dari 

Kendaraan Bermotor di DIY tidak dapat digenjot lagi yang ada hanyalah 

meningkatkan tax complience dengan cara ada peningkatan fasilitas pelayanan 

publik bagi wajib pajak seperti jalan yang mulus tidak berlubang, pengaturan sistem 

traffic Light sebagai solusi untuk mengurangkan kemacetan tanpa peluang 

memperluas badan jalan raya di DIY terutama di daerah perkotaan, kemudahan 

administrasi pembayaran pajak (e-pajak), sistem jemput bola sebagai implementasi 

dicanangkannya “Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015” oleh Presiden dengan moto 

“reach the unreachable, touch the untouchable”dll. 

Pendapatan pajak daerah terendah berasal dari pajak air permukaan, meski 

menjadi yang terendah jenis pajak ini memiliki prosentase realisasi terbesar 

dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Pajak rokok merupakan jenis pajak rokok 

yang baru menjadi kewenangan Provinsi mulai tahun 2014 karena jenis pajak ini 

mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014. 
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Tabel 1 
Tabel Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Daerah DIY, 2014 

 

Tabel di atas menggambarkan  pertumbuhan pendapatan pajak daerah DIY. 

Pertumbuhan pendapatan pajak secara keseluruhan sejak tahun 2012 sampai 2014 

mengalami penurunan yang cukup besar terutama pada pertumbuhan realisasinya.  

Terlampauinya target penerimaan pajak daerah menunjukkan kinerja DPPKA 

sudah baik tetapi tidak dapat serta merta dapat disimpulkan bahwa kinerja 

optimalisasi pendapatan daerah sudah maksimal dan tidak dapat ditingkatkan lagi. 

Jika dilihat dari data realisasi pajak daerah yang selalu melampaui 100% ada 

kemungkinan masih banyaknya potensi pajak yang belum terserap dan memiliki 

peluang untuk ditingkatkan. Potensi-potensi pajak tersebut seharusnya bisa menjadi 

acuan target pendapatan pajak. Jadi perlu adanya peningkatan standar atau target 

dalam penerimaan pajak daerah agar meningkatkan kualitas pendapatan daerah. 

Studi tentang pemetaan potensi  pendapatan berdasarkan kluster yang sedang 

dilakukan oleh DPPKA bekerjasama dengan PSEKP UGM dapat dijadikan bahan 

atau acuan bagi DPKKA maupun unit penghasil pendapatan lainnya untuk  

merencanakan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan bagi DIY.    

Retribusi masih memiliki peluang untuk memberikan kontribusi lebih terhadap 

PAD DIY. Pemda DIY mengajukan perubahan terhadap Tiga Perda Retribusi tentang 

penarikan retribusi yaitu Perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, 

Rencana Realisasi  Rencana Realisasi  
1 Pajak Kendaraan Bermotor 11.08                  4.44                        
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.19                    1.59                        
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 14.29                  26.98                     
4 Pajak Air Permukaan 43.11                  36.50                     
5 Pajak Rokok  -                            -                          -                      -                          

Total 26.92                        21.99                     17.64                  7.45                        

No Uraian 

21.99                     26.92                        

Pertumbuhan 2012 - 2013 (%) Pertumbuhan 2013 - 2014 (%) 
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Perda No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, Perda No. 4 Tahun 2014 

tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk meningkatkan PAD dan 

sejalan dengan perubahan yang ada di tingkat pusat. UU 23 Tahun 2014 yang 

merevisi UU 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sektor 

pertambangan yang tadinya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang menjadi 

kewenangan Provinsi begitu juga dalam hal pengelolaan aset daerah, Provinsi 

memiliki kewenangan yang lebih besar oleh karena itu dinamika ini ditangkap dan 

diterjemahkan dalam bentuk perubahan Perda.  

Perda No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha karena objek retribusi 

jasa usaha misalnya retribusi penginapan, pemakaian kekayaan aset daerah, 

penjualan produksi daerah milik Pemda, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 

Sewon, dan TPA Piyungan sekarang menjadi kewenangan Provinsi. Perda No. 11 

Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum kewenangan pelayanan pendidikan, balai 

pelatihan kesehatan, balai meterologi ada di  Provinsi. Semua dilakukan agar Pemda 

DIY memiliki ruang yang lebih dan fokus pada pengelolaan retribusi yang diperoleh 

dari pemanfaatan aset daerah. Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

Tabel berikut menunjukkan kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah DIY Tahun 2014 masih memiliki ruang banyak untuk ditingkatkan. Arah kebijakan 

revisi Perda retribusi ini dilakukan untuk mendorong peningkatan PAD dalam jangka 

waktu pendek-menengah dan diarahkan untuk membina kemandirian warga contoh 

retribusi sampah dapat dinaikan secara temporary dalam jangka pendek-menengah 

agar dapat menyadarkan masyarakat untuk mengurangi sampah/buangan/limbah 

dengan cara daur ulang dan hasilnya ke depan diwujudkan dalam bentuk 

pengelolaan sampah masyarakat yang lebih terpadu dan mandiri seperti di Jepang 

maupun negara-negara maju lainnya. Tentu saja penarikan maupun kenaikan 
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retribusi hendaknya dilakukan pada sektor ataupun program kegiatan Pemda DIY 

sebagai katalisator ekonomi yang memang bertujuan untuk mencari pendapatan bagi 

pembiayaan pembangunan DIY, sehingga tidak semua kegiatan masyarakat ditarik 

retribusi bahkan dinaikkan retribusinya. Pemda DIY harus dapat mendefinisikan 

dengan tegas mana fungsi pelayanan dan fungsi katalisator ekonomi daerah 

sehingga dapat memperlakukan kegiatan sesuai filosofinya. 
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Tabel 2 

 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun  Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 

Sumber: DPPKA DIY, 2015 
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Berdasarkan tabel Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang di atas 

ada beberapa pendapatan daerah yang diperoleh dari denda. realisasi Pendapatan 

denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mencapai 217%, pendapatan 

denda retribusi luar biasa besar 673%. Denda seharusnya dianggap sebagai bentuk 

pelanggaran yang terjadi karena ketidakpatuhan dan tidak perlu direncanakan, jika 

pendapatan daerah yang berasal dari denda besarnya cukup besar dapat diartikan 

tingkat kepatuhan yang dimiliki masyarakat rendah. Jika dibandingkan dengan hasil 

realisasi pendapatan dari pengelolaan BUKP 101%, pengelolaan BLUD 135%, 

pengelolaan barang milik daerah 103%, pendapatan denda lain-lain 120% maka 

besaran pendapatan dari denda relatif sangat besar. 

 

Tabel 3 

Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  

Tahun 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 ayat 4 Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Istimewa adalah dana 

yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan 

untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada 

bagian Transfer lainnya.  



Background Study  Perencanaan Pembangunan Sektor Administrasi Publik dan Keuangan Tahun 2016 

  25 
 

Dana istimewa diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah 

daerah pada sektor-sektor yang telah ditentukan dan diharapkan mampu menjadi 

trigger bagi peningkatan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah. 

Apabila dilihat dari pertumbuhan pendapatan asli daerah yang mengalami mengalami 

penurunan sejak tahun 2012-2013, 2013-2014, dan 2014-2015 dapat diartikan bahwa 

penerimaan dana istimewa belum bisa mendorong peningkatan pendapatan asli 

daerah DIY. Padahal seharusnya dengan adanya tambahan dana keistimewaan 

dapat memberikan nilai lebih dan manfaat yang lebih bagi peningkatan pendapatan 

daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta dalam kerangka 

keistimewaan Yogyakarta.  

Oleh sebab itu perlu dilakukan impact evaluation terhadap Dana 

Keistimewaan maksudnya untuk melihat dampak dengan dan tanpa adanya 

tambahan dana tersebut apakah memberikan nilai lebih terhadap peningkatan 

pendapatan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta. Indikator 

index of happiness dapat dijadikan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat kualitas 

hidup masyarakat Yogyakarta. 

Secara makro, perekonomian DIY mulai berkembang terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi DIY sejak 2008-2012 memang mengalami kenaikan walaupun 

tidak signifikan, tetapi kenaikan perekonomian tersebut masih berada di bawah 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kegiatan ekonomi DIY bertumpu pada empat 

sektor andalan yaitu: Jasa-jasa; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Industri 

Pengolahan serta Pertanian. Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota, 

perekonomian DIY sebesar 57% lebih banyak berasal dari kontribusi Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta.  
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Investasi yang masuk ke DIY sudah mulai berkembang, tetapi masih belum 

diikuti tingkat efisiensi penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini tercermin dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) DIY pada tahun 

2012 masih relatif tinggi sebesar 5,79, lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,97) 

namun masih tergolong tinggi dari nilai ideal yang berkisar pada nilai 4.   

Secara umum pertumbuhan ekonomi di DIY mengurangi tingkat 

pengangguran dan jumlah penduduk miskin walaupun kemiskinan di DIY masih di 

atas kemiskinan nasional. Pertumbuhan ekonomi ini harus didukung oleh daya saing 

daerah di DIY, tetapi kesenjangan di DIY masih cukup tinggi. Peningkatan disparitas 

regional dari Indeks Williamson di DIY masih pada kisaran 0.47 atau berada pada 

kesenjangan level sedang (0.35 ≤ IW ≤ 0.5). 
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Pembahasan mengenai isu strategis dalam suatu proses perencanaan, dalam 

hal ini termasuk RPJMD merupakan tahapan yang sangat penting. Isu strategis bisa 

didefinisikan sebagai suatu bentuk perkembangan, kejadian, dan kecenderungan 

yang memiliki potensi untuk mempengaruhi strategy suatu lembaga dalam merespon 

suatu masalah (Ansoff, 1980; Dutton & Duncan, 1987). Isu-isu strategis tersebut bisa 

terwujud sebagai suatu peluang atau masalah. Isu strategis memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu: menyerap banyak sumber daya, mampu mempengaruhi 

keberlanjutan organisasi, berorierantasi pada masa depan, memiliki konsekuensi 

multi-fungsi, dan memerlukan keputusan pimpinan organisasi (Pearce & Robinson 

2003). Melihat karakteristik dan arti penting isu strategis, isu ini mampu 

mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

yang dihadapi masyarakat (Dutton & Duncan, 1987). 

Dalam tataran yang lebih operasional, pemerintah Indonesia, melalui 

Permendagri No 54 Tahun 2010 menerjemahkan isu strategis sebagai kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat 

dimasa dating“ (Lampiran II Permendagri No 54 Tahun 2010). Dalam RPJMD, isu 

stratetegis memiliki posisi yang sangat penting karena isu strategis mempunyai 

pengaruh yang sangat besar pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, isu-isu strategis dalam RPJMD dan RKPD perlu dianalisis dan direspon 

secara serius. 

ISU STRATEGIS 
IV 
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RKPD yang disusun oleh pemerintah DIY telah mengidentifiskasi beberapa 

isu strategis. Sebagian dari isu strategis yang berhasil diidentifikasi tersebut 

mencakup SKPD yang memberikan pelayanan publik baik secara internal maupun 

eksternal sebagaimana yang dielaborasi di bagian sebelumnya. Beberapa isu stratgis 

tersebut adalah  

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik; 

2. Sinergi penanggulangan kemiskinan; dan 

3. Pengelolaan resiko bencana. 

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, SKPD-SKPD pemberi pelayanan 

publik baik secara internal maupun eksternal telah menindaklanjutinya dalam bentuk 

rumusan program. Di bawah ini disampaikan penjabaran SKPD beserta program 

yang mereka kelola sebagai tindak lanjut atas isu strategis yang muncul di DIY.   

1. Pelayanan Internal 

a. Biro Umum, dan Protokol 

 Program kerjasama informasi dengan mas media; 

 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 

 Program peningkatan disiplin aparatur; 

 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah; dan 

 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 

b. Sekretariat DPRD 

 Program peningkatan disiplin aparatur; dan 

 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 

daerah 

2. Pelayanan Eksternal  

a. Kantor Perwakilan Daerah dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 
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 Program pengembangan nilai budaya 

 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 

 Program peningkatan promosi, kerjasama, dan pemerataan 

pertumbuhan investasi 

b. Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan, dan Aset 

 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 

 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 

kabupaten/kota; 

 Program pengembangan dan pembinaan badan usaha milik 

daerah dan lembaga keuangan mikro; 

 Program pengembangan investasi dan aset daerah; 

 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah; dan 

 Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. 
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Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

RPJMD. ”Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran 

RPJMD dengan efektif dan efisien” (Lamp. III, Permendagri 54 tahun 2010). Dalam 

hal ini strategi bisa dilihat sebagai langkah-langkah yang muncul dalam bentuk 

program-program indikatif yang disusun dengan tujuan untuk  mewujudkan visi dan 

misi. Rumusan strategi tergambar dalam bentuk pernyataan mengenai mekanisme 

yang akan ditempuh pemerintaah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

dicanangkannya.   Sementara arah kebijakan merepresentasikan suatu instrumen 

perencanaan yang dikembangkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah 

daerah untuk mencapai tujuannya secara sistematis dan utuh (Lamp. III, Permendagri 

54 tahun 2010). 

 Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan misi pemerintah daerah 

yang disampaikan dalam RPJMD. Secara lebih mikro strategi dan arah kebijakan 

disusun dengan mengacu tujuan dan sasasaran. Di bawah ini merupakan gagasan 

mengenai strategi dan arah kebijakan yang disusun berdasarkan tiap-tiap misi dan 

penjabaran tujuan dan sasaran dari tiap tiap misi tersebut, yang disajikan dalam tabel 

sebagai berikut:  

 

 

STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN V 
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Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

SKPD yang 
Tercakup 

A B C D 

1. Mewujudkan 
peningkatan 
pengetahuan 
budaya, 
pelestarian 
dan 
pengembang
an hasil 
budaya, serta 
nilai-nilai 
budaya. 

Peran serta 
dan apresiasi 
masyarakat 
dalam 
pengembangan 
dan pelestarian 
budaya 
meningkat. 

Mendorong dan 
memfasilitasi  
berkembangnya 
media 
komunikasi 
(yang kemudian 
diajak kerjasama 
dengan Biro 
Humas) yang 
memiliki 
perhatian pada 
kelestarian 
budaya berbasis 
pada masyarakat  

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
mengkomunika
n pentingnya 
kesadaran 
menjaga 
kelestarian 
budaya 

    

2. Mewujudkan 
pengembang
an 
pendidikan 
yang 
berkarakter. 

1. Melek huruf 
masyarakat 
meningkat. 

Mendorong dan 
memfasilitasi 
berkembangnnya 
perpustakaan 
berbasis 
masyarakat   

Menigkatkan 
kesadaran dan 
partisipasi 
masyaarakat 
dalam 
pengembangan 
pendidikan 

    

2. Aksesibilitas 
pendidikan 
meningkat. 

Menambah 
jumlah 
perpustakaan 
umum  

Meningkatkan 
akses 
masyarakat 
untuk membaca 

    

Membangun dan 
atau memperbaiki 
jalan dan 
jembatan untuk 
mempermudah 
siswa masuk 
sekolah  

Meningkatkan 
akses 
kemudahan 
menuju lokasi 
tempat 
pembelajaran 
(sekolah) 

    

3. Daya Saing 
Pendidikan 
meningkat. 

Mendorong dan 
memfasilitasi 
lembaga 
pendidikan untuk 
mengembangkan 
perpusatakaan di 
sekolahnya 

Meningkatkan 
kualitas kualitas 
perpustakaan 
untuk menukung 
peningkatan 
daya saing 
pendidikan 

    

Bekerjasama 
dengan semua 
pihak untuk 
meningkatkan 
perpustakaan 

Meningkatkan 
peran serta 
semua pihak 
guna 
meningkatkan 
kualitas 
perpusatkaan 
untuk menukung 
peningkatan 
daya saing 
pendidikan 

    

Keterangan: 
A : Biro Umum, hubungan masyarakat, dan protokoler 
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B : Sekretariat DPRD 
C : Badan Kerjasama dan Penanaman modal 
D : Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan, dan Aset 

 

 

 

 

Misi 2: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat  

kerakyatan, inovatif dan kreatif. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

SKPD yang 
Tercakup 

A B C D 

1. Memacu 
pertumbuhan 
ekonomi 
daerah yang 
berkualitas 
dan 
berkeadilan 
yang didukung 
dengan 
semangat 
kerakyatan, 
inovatif dan 
kreatif. 

1. Pendapatan 
masyarakat 
meningkat 

Mengatur agar 
setiap investasi di 
DIY sebagian 
nilainya digunakan 
untuk untuk 
peningkatan 
pendapatan 
masyarakat 

Mengembangka
n sistem 
investasi yang 
“berwajah” 
peningkatan 
pendapatan 
masayarakat   

    

2. Ketimpangan 
antar wilayah 
menurun. 

Meningkatkan 
investasi di 
daerah yang yang 
pendapatan asli 
daerahnya 
rendah 

Meningkatkan 
pendapatan 
daerah miskin 
melalui 
investasi 

    

Membuka akses 
transportasi untuk 
mendukung 
investasi di 
daerah yang 
tingkat 
investasinya 
rendah 

Meningkatkan 
minat investor 
untuk 
berinvestasi di 
daerah miskin 
yang sebagian 
dari masih 
menhadapi 
buruknya 
fasilitas 
transportasi 
berupa jalan 
dan jembatan. 

    

2. Mewujudkan 
peningkatan 
daya saing 
pariwisata. 

1. Kunjungan 
wisatawan 
nusantara 
dan 
wisatawan 
mancanegara 
meningkat 

Meningkatkan 
investasi di 
bidang pariwisata 

Meningkatkan 
daya tarik 
daerah wisata 
melalui investasi  

    

Membuka akses 
transportasi untuk 
mendukung 
investasi 
pariwisata 

Meningkatkan 
minat investasi 
di sektor 
pariwisata 
melalui 
perbaikan 
fasilitas 
transportasi 

    
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2. Lama tinggal 
wisatawan 
nusantara 
dan 
wisatawan 
mancanegara 
meningkat. 

Meningkatkan 
investasi di 
bidang pariwisata 
untuk 
membangun 
fasilitas yang 
mendukung 
industri pariwisata 

Meningkatkan 
kenyamanan di 
daerah 
pariwisata 
melalui investasi 

    

Keterangan: 
A : Biro Umum, hubungan masyarakat, dan protokoler 
B : Sekretariat DPRD 
C : Badan Kerjasama dan Penanaman modal 
D : Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan, dan Aset 

 

 

Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

SKPD yang 
Tercakup 

A B C D 

Mewujudkan 
pengelolaan 
pemerintahan 
secara efisien dan 
efektif. 

1. Akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah 
daerah 
meningkat. 

Mengembangkan 
instrument yang 
invovatif untuk 
meningkatkan 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah 
daerah 

Meninkatkan 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah 
daerah secara 
inovatif 

    

Memperkuat 
kemampuan 
aparatur 
pemerintah dalam 
membangun 
kinerja 
pemerintah 
daerah yang 
akuntabel 

Mempetrkuat 
kapsitas aparat 
pemerinth 
dalam 
membangun 
kinerja 
pemerintah 
daerah yang 
akuntabel 

    

Meningkatkan 
peranan 
masyarakat 
dalam mengontrol 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah 

Meningkatkan 
pertisipasi 
masyarakat 
dalam 
mengontrol 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah  

    

Menjalin 
kerjasama 
dengan berbagai 
pihak dalam  
upaya 
peningkatan 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah 

Memperkuat 
dukungan 
sumber daya 
dalam upaya 
peningkatan 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah  

    

2. Akuntabilitas 
pengelolaan 

Mengembangkan 
sistem 

Meningkatkan 
sistem 

    
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keuangan 
daerah 
meningkat. 

pengelolaan 
keuangan 
berbasis teknologi 
yang 
terkomputerisasi 

pengelolaan 
keuangan 
secara 
sistemastis dan 
transparan 

Meningkatkan 
peranan 
masyarakat 
dalam 
perencaaan, 
implementasi, dan 
evaluasi  
dalam 
pengelolaan 
keuangan daerah 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat 
dan 
transparansi 
dalam 
pengelolaan 
keuangan  

    

Keterangan: 
A : Biro Umum, hubungan masyarakat, dan protokoler 
B : Sekretariat DPRD 
C : Badan Kerjasama dan Penanaman modal 
D : Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan, dan Aset 

 

 

Misi 4:  Memantapkan prasarana dan sarana daerah. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

SKPD yang 
Tercakup 

A B C D 

1. Mewujudkan 
peningkatkan 
pelayanan 
publik. 

Layanan publik 
meningkat, 
terutama pada 
penataan sistem 
transportasi dan 
akses 
masyarakat di 
pedesaan. 

Mengembangkan 
pelayanan publik 
yang secara 
inovatif 
berdasarkan hasil 
penelitian yang 
akurat 

Meningkatkan 
inovasi untuk 
meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
publik.  

    

Mengelola 
pelayanan 
transportasi 
dengan 
mempertimbangk
an daya tampung 
jalan, jumlah 
kendaraan, dan 
kebutuhan 
transportasi publik 

Meingkatkan 
kualitas 
pelayanan 
transportasi 
dengan 
meminimalisasi 
kemacetan dan 
penyediaan 
fasiltas 
pelayanan 
transportasi 
publik  

    

Meningkatkan 
akses pada 
pelayanan 
transportasi 
dengan cara 
mengembangkan 
transportasi publik 
yang memberikan 
subsidi pada 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah 

Mengembangka
n pelayanan 
trasportasi 
publik 
bersubsidi untuk 
meningkatkan 
akses 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah 
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2. Menjaga 
kelestarian 
lingkungan dan 
kesesuaian Tata 
Ruang. 

1. Kualitas 
lingkungan 
hidup 
meningkat. 

Membangun 
mekanisme 
kontrol sehingga 
investasi tidak 
merusak 
lingkungan 

Mengembangka
n sistem agar 
investasi tidak 
merusak 
lingkungan 

    

Membangun 
mekanisme 
kontrol sehingga 
fasilitas 
transportasi 
berupa kendaraan 
yang beroperasi 
di DIY tidak 
merusak 
lingkungan 

Mengembangka
n sistem agar 
fasilitas 
transportasi 
berupa 
kendaraan yang 
beroperasi tidak 
merusak 
lingkungan 

    

2. Pemanfaatan 
Ruang 
terkendali 

Mengembangkan 
mekanisme 
kontrol sehingga 
inevestasi, 
terutama investasi 
property tidak 
melanggar 
perencanaan 
zoning 
penggunaan 
lahan.  

Mengembangk
an sistem agar 
inevestasi, 
terutama 
investasi 
property tidak 
melanggar 
zoning 
penggunaan 
lahan. 

    

Keterangan: 
A : Biro Umum, hubungan masyarakat, dan protokoler 
B : Sekretariat DPRD 
C : Badan Kerjasama dan Penanaman modal 
D : Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan, dan Aset 

 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) sejak 2012. Kinerja pengelolaan keuangan daerah di DIY 

secara administrasi dan hitam di atas putih sudah sangat baik, baik untuk kinerja 

pendapatan, belanja maupun pembiayaan semua indikator sudah hijau. Oleh sebab 

itu yang terpenting adalah nilai tambah dari adanya tambahan Dana Keistimewaan 

dan juga peningkatan kualitas pendapatan daerah yang dapat mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat 

Yogyakarta dalam kerangka keistimewaan dan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan.   
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Penghitungan PAD yang berkualitas tidak hanya fokus pada peningkatan 

rupiah saja tetapi juga mempertimbangkan dampak, benefit - cost/lost yang 

ditimbulkan dari upaya program/kegiatan meningkatkan PAD terhadap masyarakat 

dan kualitas lingkungan Yogyakarta. Alternatif penghitungan PAD dapat mengadopsi 

prinsip/konsep Green GDP atau Genuine GDP yang memasukkan unsur benefit-

cost/lost lingkungan, sumber daya termasuk kenyamanan hidup masyarakat 

Yogyakarta. 
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